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ABSTRAK 
HERMANTO (B11113039) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp)”. dibawah bimbingan (Andi Muhammad Sofyan) 
sebagai pembimbing I dan (Amir Ilyas) pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan 
pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dan untuk 
mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap anak. 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Bone yakni di 
Pengadilan Negeri Watampone dan Mapolres Bone. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan 
Penelitian Lapangan dengan teknik Wawancara dan Studi Dokumentasi 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) perbuatan pencabulan terhadap anak 
dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 
KUHP, Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak, Pasal 
76E dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan 82A Perpu 
No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 2) penegakan hukum pidana materil oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada perkara nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-fakta di 
persidangan, alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan petunjuk dengan Pertimbangan yang sudah 
tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan 
dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-
norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan 
Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV 
Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara 
bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya 
masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap 
keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek 
kehidupan. 
Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah 
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak 
mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia 
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minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: 
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi” 
 
Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga 
akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan 
yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu 
pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat 
berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu 
sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi 
ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-
kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan 
rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak 
semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja 
ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang 
disukai oleh masyarakat1. 
Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat 
timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak 
pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 
hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan 
                                                          
1 Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21. 
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pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari 
pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena 
minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak 
pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan 
anak. 
Kasus pencabulan anak dan kekerasan terhadap perempuan 
masih terus terjadi. Karena jumlah yang sangat banyak Menteri 
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise 
menyebutkan hal tersebut sebagai fenomena gunung es. “Sudah 
banyak sekali (jumlah kasusnya). Itu fenomena gunung es kita 
katakanan,” ucap yohana kepada wartawan di kantornya di Jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, selasa (3/5). Di tahun 2016 ini, 
Yohana mencatat sudah ada lebih dari 5.000 kasus pencabulan anak. 
Data ini didapatkan dari laporan yang ada di kepolisian. Dari 
kepolisian unit perempuan dan anak dan pusat pelayanan terpadu 
perempuan dan anak, sampai tahun 2016 yang terlapor untuk kasus 
anak sebanyak 5.769 kasus2. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneiti 
dan mengkaji bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan 
Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus 
Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp) 
 
                                                          
2 https://www.jurnalasia.com/nasional/5-769-anak-di-indonesia-korban-pencabulan/ (berita 
online) 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak 
dalam pandangan hukum pidana? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap anak pada putusan nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan 
terhadap anak dalam pandangan hukum pidana. 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam 
putusan nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya berguna 
untuk: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, 
5 
 
khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat 
melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan 
terhadap anak. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan 
kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. 
Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan 
cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang 
artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan 
sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 
sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau 
yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai 
kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan 
yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu 
menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. 
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut 
hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum 
pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap 
semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-
tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-
unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri 
dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan 
dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat 
dan boleh. Dan untuk kata Feit, diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaar feit 
adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam 
Bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana3. 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana atas dasar  pertanggungjawaban seseorang 
atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu 
mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas 
legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang4. 
Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 
dirumuskan di dalam bahasa latin :“Nullum delictum nulla poena 
                                                          
3 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 
19. 
4 Ibid, hlm. 27. 
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sine praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa 
Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
ketentuan pidana yang mendahuluinya5. 
Selain daripada istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah lain 
yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan 
dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden 
Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana6. 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut”7. 
Sedangkan R. Tresna8 menarik definisi mengenai peristiwa 
pidana, yang menyatakan bahwa : “ peristiwa pidana itu adalah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
                                                          
5 Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 53. 
6 Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7. 
7 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71. 
8 Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72. 
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lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak 
penghukuman”.  
Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan 
unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau 
menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-
syarat, yaitu: 
a) Harus ada suatu perbuatan manusia; 
b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 
ketentuan hukum; 
c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. 
Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; 
d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya 
dalam undang-undang. 
 
Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang 
dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si 
pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut 
dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat 
melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk 
dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu9. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: 
1. Dari sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
                                                          
9 Ibid, hal. 72-73. 
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2. Dari sudut pandang Undang-undang. 
Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada. 
Menurut Moeljatno10, unsur tindak pidana adalah: 
a) Perbuatan 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan) 
Dari rumusan R. Tresna11, tindak pidana terdiri dari unsur-
unsur, yakni: 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham 
monism)12 dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a) Perbuatan (yang) 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang) 
d) Dipertanggungjawabkan 
 
Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai 
asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan 
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut13. 
                                                          
10 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 79. 
11 Ibid, hlm. 80. 
12 Ibid, hlm.  81. 
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1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang 
(mencocoki rumusan delik); 
2) Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3) Tidak ada alasan pembenaran. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum 
yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat 
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk 
dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat 
pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada 
unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari 
rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 
kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu14. 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana. 
 
Mengutip dari buku Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., 
CN.,M.M dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. ada dua unsur 
tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
                                                                                                                                                               
13 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 28. 
14 Adami Chazawi, Op.cit, 82. 
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objektif Antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 
perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu 
bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan 
akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan15. 
Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud 
yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara Negara, 
pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang 
berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi: 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 
KUHP) 
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat dalam 
perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan 
menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam 
percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) 
                                                          
15 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, 
Jakarta, hlm. 38. 
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d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam 
pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 
KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. 
e. Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade), 
dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri 
(Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 
KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 
342 KUHP). 
Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar 
diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 
a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), 
misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya 
(Pasal 351 KUHP) 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini 
terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan 
secara material, missalnya pembunuhan (Pasal 338 
KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-
undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, 
meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam 
perumusan. 
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Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi 
kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni 
sebagai berikut: 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada 
kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana  pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, 
tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana 
penjara16.  
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
                                                          
16 Amir Ilyas, Op. cit, hlm. 28. 
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suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil 
tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu 
akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 
tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya17. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti 
larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena 
itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada 
sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada  syarat timbulnya akibat larangan tersebut. 
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana 
tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya mengandung culpa18. 
4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 
                                                          
17 Ibid, hlm. 29. 
18 Ibid, hlm. 30. 
16 
 
pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga 
tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
pebuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan 
berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini 
terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil maupun materil. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif19. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif  yang tidak murni. Tindak 
pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa 
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, 
atau dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan 
sehingga akibat itu benar-benar timbul20. 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedaan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
                                                          
19 Ibid. 
20 Ibid, hlm. 31. 
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pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumukan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 
itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, 
tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga 
dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini disebut 
sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang 
terlarang. 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil 
(Buku II dab III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP21. 
7. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
                                                          
21 Ibid. 
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Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang 
bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud 
yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang 
tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada 
kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), 
dan sebagainya. 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah 
tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang 
berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak 
pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila 
terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam 
perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu 
atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orang yang berhak. 
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, 
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tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang 
diperingan. 
Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu 
yang dibentuk menjadi: 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar. 
2) Dalam bentuk yang diperberat, dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam 
rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat 
dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur 
bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. 
Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, 
ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk 
yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat 
atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya22. 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
                                                          
22 Ibid, hlm. 32 
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Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang 
dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini 
maka disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk 
melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, 
dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab 
I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi 
kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk 
rumusan kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII 
KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak 
kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian 
(Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIII KUHP),  
Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan 
seterusnya23. 
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak 
pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. 
                                                          
23 Ibid, hlm. 33. 
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Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat 
dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang24. 
C. Tindak Pidana Pencabulan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia25 pencabulan 
berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, 
melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. 
Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk 
kejahatan terhadap kesusilaan. 
Pencabulan menurut R. Soesilo26 adalah segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 
buah dada, dan sebagainya. 
Perbuatan cabul (ontuchtige hendelingen) adalah segala 
macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri 
maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang 
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang 
dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau 
                                                          
24 Ibid, hlm. 34. 
25 Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm. 122. 
26 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 212. 
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menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, 
mencium mulut seseorang dan sebagainya27. 
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis 
istilah tentang pencabulan, yaitu28. 
1) Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada 
orang lain 
2) Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu 
3) Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang 
4) Fellato yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak 
mulut 
 
Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma 
kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar 
norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian 
dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan 
persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut 
tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk 
dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat 
dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan 
golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia29 zina merupakan perbuatan bersenggama 
antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan 
pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang 
laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan 
                                                          
27 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 80. 
28 Leden Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64. 
29 Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar 
Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42. 
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yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat 
dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana 
dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. 
Definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam 
KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam 
tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan 
pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun 
persetubuhan. 
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak 
Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan 
sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada 
Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan 
pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 
Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 
ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan 
Pasal 295 KUHP. 
 Pasal 289 KUHP 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 
pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak 
kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan tahun” 
 
 Pasal 290 KUHP  
1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan 
atau tidak berdaya” 
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2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 
tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu 
belum masanya buat kawin”. 
3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain 
dengan tiada kawin”. 
 
 Pasal 292 KUHP 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum 
dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” 
 
 Pasal 293 KUHP 
“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian 
akan memberikan uang atau barang, dengan salah 
mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang 
ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada 
atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum 
dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan 
perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan 
perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun”. 
 
 Pasal 294 KUHP 
“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya 
yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 
peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa 
yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau 
dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum 
dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. 
 
 Pasal 295 KUHP 
1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 
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memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, 
anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang 
belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh 
bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan 
orang lain”. 
2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang 
tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain  yang dikerjakan oleh 
orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut 
disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”. 
 
 Pasal 296 KUHP 
“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan 
cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 
satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
15.000 (lima belas ribu rupiah)”. 
 
Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan 
anak dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang 
No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai 
ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain. 
 Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”. 
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 Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 
 
 Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima 
miliar rupiah). 
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, 
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak 
Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. 
 Pasal 290  ayat (2) dan (3) KUHP 
Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur: 
 Unsur objektif 
a. Perbuatannya : perbuatan cabul; 
b. Objeknya : dengan seorang; 
c. Yang : 
1. Umurnya belum 15 tahun, atau 
2. Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu 
belum waktunya untuk dikawin. 
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 Unsur subjektif 
“Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa 
umurnya belum 15 tahun”. 
Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau 
bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat 
merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut 
dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. 
Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat 
seorang laki-laki atau seorang perempuan. 
Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, 
mempunyai unsur-unsur: 
 Unsur objektif 
a. Perbuatannya : membujuk; 
b. Objeknya orang yang: 
1. Umurnya belum lima belas tahun;  atau 
2. Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin 
c. Untuk: 
1. Melakukan perbuatan cabul 
2. Dilakukan perbuatan cabul; atau 
3. Bersetubuh diluar perkawinan; 
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 Unsur subjektif 
“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika 
tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin”. 
Membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi 
kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan 
kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang 
yang bersifat mengiming-imingi. Sifat menging-imingi lebih tepat, 
berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara 
psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi 
kehendaknya dari pada orang dewasa. 
 Pasal 292 KUHP 
 Unsur objektif 
1. Perbuatannya : perbuatan cabul; 
2. Pembuatannya : orang dewasa; 
3. Objeknya : orang sesama jenis kelamin yang belum 
dewasa. 
 Unsur subjektif 
“Yang dikatahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya 
patut diduganya belum dewasa”. 
Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang 
yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam KBBI 
dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian” dalam keadaan tertarik 
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terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan 
“lesbian” adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya 
(wanita homoseks)30. 
 Pasal 293 KUHP 
 Unsur objektif 
1. Perbuatannya : menggerakkan 
2. Cara-caranya: 
a. Memberi uang atau barang; 
b. Menjanjikan memberi uang atau barang; 
c. Menyalahgunakan perbahwa yang timbul dari 
hubungan keadaan; 
d. Penyesalan. 
3. Objeknya : orang yang belum dewasa; 
4. Yang baik tingkah lakunya 
5. Untuk: 
a. Melakukan perbuatan cabul; 
b. Dilakukan perbuatan cabul dengannya; 
 Unsur subjektif 
“Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang 
belum kedewasaannya”. 
Perbuatan “menggerakkan” (bewegen) adalah perbuatan 
mempengaruhi kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, 
                                                          
30 Theo Lamintang, 2009, Delik-delik khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 153. 
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atau agar sama dengan kehendakya sendiri. Jadi, objek yang 
dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. 
Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau 
barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. 
Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang 
diberikan akan menjadi milik orang lain yang diberi. 
Menjanjikan memberi barang atau barang, ada persamaan 
dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. 
Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, 
uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang 
diberi. Akan tetapi pada perbuatan menjanjikan setelah perbuatan 
dilakukan uang atau barang itu belum diserahkan dan akan 
diserahkan kemudian tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam 
perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan yang 
terbentuk inilah yang menyebabkan orang itu yang in casu belum 
dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul terhadapnya. 
Menyalahgunakan perbahwa yang timbul dari hubungan 
keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari 
kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena 
hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang 
digerakkan (korban) dalam kehidupan masyarakat. 
Penyesalan (misleading) adalah suatu perbuatan yang 
sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, 
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pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala 
sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi 
salah atau keliru dalam berpendirian. 
Pengertian baik tingkah lakunya (onbesproken gedrag) 
adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan 
masyarakat tempat ia selaku berinteraksi sosial, diketahui atau 
dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dibidang kesusilaan. 
Arti “melakukan perbuatan cabul” yang berbuat cabul itu 
adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “memberikan 
dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa 
perbuatan positif pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, 
maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak 
ketiga pun melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. 
Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 
ini yaitu bentuk kesengajaan berupa di ketahuinya tentang 
kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga 
tentang belum dewasanya orang yang digerakkannya untuk 
berbuat cabul tersebut. 
 Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP dan unsur 
Pasal 294 ayat (1) yaitu: 
 Unsur objektif 
1. Perbuatannya : perbuatan cabul; 
2. Objeknya dengan : 
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a. Anaknya yang belum dewasa; 
b. Anak tirinya yang belum dewasa; 
c. Anak angkatnya yang belum dewasa; 
d. Anak dibawah pengawasannya yang belum  
dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan, atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya; 
e. Pembantunya yang belum dewasa; 
f. Bawahannya yang belum dewasa; 
Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si 
pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua 
macam, yakni: 
1. Hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki 
kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, 
mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah 
pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya 
antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, 
anak tirinya yang belum dewasa. 
2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh 
kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah 
pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum 
dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, 
pemeliharaannya diserahkan kepadanya, dengan 
pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa. 
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Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak 
tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau 
bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu. Anak 
angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) 
oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, 
dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. 
Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau 
penjagaannya diserahkan padanya ialah karena hukum melahirkan 
adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu 
yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai 
walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah 
tangganya, misalnya laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, 
yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam 
hubungan pekerjaan. 
 Unsur Pasal 294 ayat (2) butir ke-2, yaitu sebagai berikut: 
1. Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; 
seorang pengawas; seorang pesuruh; 
2. Dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat 
pendidikan; rumah piatu; di rumah sakit; di rumah sakit 
jiwa; di lembaga sosial; 
3. Perbuatannya : perbuatan cabul; 
4. Objeknya : dengan orang yang dimasukkan 
kedalamnya. 
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 Pasal 295 KUHP 
Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP, memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut: 
 Unsur objektif 
1. Perbuatannya: 
a. Menyebabkan perbuatan cabul; 
b. Memudahkan perbuatan cabul. 
2. Objek: 
a. Oleh anaknya yang belum dewasa; 
b. Oleh anak tirinya yang belum dewasa; 
c. Oleh anak angkatnya yang belum dewasa; 
d. Oleh anak dibawa pengawasannya yang belum 
dewasa; 
e. Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya, 
atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang 
belum dewasa; 
f. Oleh pembantunya yang belum dewasa; 
g. Oleh bawahannya yang belum dewasa; 
3. Dengan orang lain. 
 Unsur subjektif 
1. Dengan sengaja 
“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan 
yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-
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anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini 
mengandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan 
orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat 
cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat 
dilakukannya perbuatan cabul 
“perbuatan memudahkan perbuatan” adalah perbuatan 
dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni 
dengan cara menolong atau memperlancar di lakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain. 
Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan 
cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan 
kesusilaan Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si 
pembuatnya menurut Pasal 294 adalah  orang yang melakuan 
perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan 
lain-lain adalah objek kejahatan atau berkualitas sebagai korban. 
Tetapi menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si 
pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan 
melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah 
perbuatan cabul itu adalah orang lain in casu anaknya, anak 
angkatnya, dan lain-lain dengan orang lain. 
Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-2 KUHP, memiiki 
unsur-unsur sebagai berikut: 
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 Unsur objektif 
1. Perbuatan: 
a. Menyebabkan perbuatan cabul; 
b. Memudahkan perbuatan cabul; 
2. Selain yang tersebut dalam butir satu di atas 
3. Oleh yang belum dewasa 
 Unsur subjektif 
“Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang 
sepatutnya harus diduga belum dewasa” 
Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 
KUHP ini, unsur perbuatan materilnya sama dengan unsur 
perbuatan materil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan yang 
mencolok ialah orang-orang yang yang di permudah berbuat cabul 
adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam 
butir  ke-1. Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Unsur keasalahan dalam butir ke-2 ini ada tiga macam, yakni 
dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang 
sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Sedangkan pada 
butir ke-1 hanya kesengajaan saja. 
b. Si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau 
sepatutnya harus menduga akan belum dewasa anaknya, 
anak angkatnya, dan lain-lain yang melakukan perbuatan 
cabul yang di permudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir 
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ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya 
tentang ke belum dewasanya itu menjadi suatu keharusan. 
Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Pasal 
82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak adalah sebagai berikut. 
 Unsur objektif 
a. Perbuatan: 
1) Melakukan perbuatan cabul; 
2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 
b. Cara-caranya 
1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; 
2) Memaksa; 
3) Melakukan tipu muslihat; 
4) Serangkaian kebohongan; atau 
5) Membujuk anak. 
c. Objeknya: anak 
 Unsur subjektif:  
Dengan sengaja. 
Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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 Pasal 76E 
1) Perbuatannya : Melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
2) Cara-caranya :  
a) Kekerasan 
b) ancaman kekerasan 
c) memaksa 
d) melakukan tipu muslihat 
e) melakukan serangkaian kebohongan 
f) membujuk anak  
3) Objeknya : Anak 
 Pasal 82 ayat (2) 
1) Pembuatannya : 
a) Orang Tua 
b) Wali 
c) Pengasuh Anak 
d) Pendidik 
tenaga kependidikan 
D. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 
perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai 
saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan 
pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang 
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kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori 
anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-
undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak 
mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu 
perundang-undangan dengan perundang-undangan lain31. 
Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut 
peraturan perundang-undangan: 
a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian 
anak akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat 
batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini 
sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: 
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. 
c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 1 memyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”. 
                                                          
31 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5 
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d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “ Anak adalah 
seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun 
dan belum pernah kawin”. 
e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa; 
“Setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan suatu 
istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah 
umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, 
disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit 
yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Menurut Van Hamel mengatakan bahwa “Arti dari pidana itu 
adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah daijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
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telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh 
Negara. 
Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit berupa 
penghukuman dalam perkara pidana, yang mana kerap kali 
sinonim dengan “pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang 
mempunyai arti yang sama dengan “sentence” atau 
“voroordeling”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai 
arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat 
menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifat yang khas32. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief33, menyimpulkan bahwa 
pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu deberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman 
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim 
untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang 
                                                          
32 Nanda Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, hlm. 12. 
33 Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, 
Yogyakarta, hlm. 12. 
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dikemukakan oleh sudarto34, menyebutkan bahwa: “penghukuman 
berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai 
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 
(berhaten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak 
hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 
perdata”. 
Sementara itu menurut M. Sholehuddin35 “Tujuan 
pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana 
harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan 
pelaku”. 
M. Sholehuddin36 mengemukakan sifat-sifat dari unsur 
pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: 
1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut 
menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 
2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu 
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang 
dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang 
positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 
3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 
masyarakat). 
 
Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau 
cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van 
                                                          
34 Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 
hlm. 16. 
35 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 13 
36 Ibid. 
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Strafrecht (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur 
dalam KUHP yaitu: 
a) Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya 
dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat 
ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana 
layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga 
harus dilakukan dibelakang tembok penjara. 
b) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
2. Teori-Teori Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman yaitu: 
1) Teori absolut atau teori pembalasan; 
2) Teori relative atau teori tujuan, dan 
3) Teori gabungan (Verenigings-Theorien). 
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu 
mengenai teori pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
1) Teori absolut atau teori pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini 
antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat 
coelom” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat 
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terakhir harus menjalankan pidananya). Teori absolut 
pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu: 
a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari 
kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat 
kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan 
suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat 
kejahatan. 
b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan37. 
2) Teori relative atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan 
tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. 
Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut itu, tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan 
                                                          
37 A Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 
hlm. 142. 
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kepada hari-hari yang akan  datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik 
kembali. 
3) Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot38 beranjak dari 
pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan 
pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah 
masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori 
absolut dan relative. Teori ini mensyaratkan bahwa 
pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga 
psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan 
dan pendidikan. 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 
menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang mana 
dibedakan dalam dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana 
dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu 
kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu 
hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan 
                                                          
38 Ilham Basri, 2003, Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia, Alqaprint, Bandung, 
hlm. 12. 
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dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu 
dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP 
adalah sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1. Pidana Mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro39, tujuan hukuman 
mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan 
ancaman hukuman mati, akan takut melakukan 
perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan 
mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka 
umum. 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia 
diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Militer. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah 
apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi 
harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis 
pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya 
apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat 
                                                          
39 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 
hlm. 175. 
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kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana 
mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan 
atas kesalahan terpidana. 
Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, 
ketentuan dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di 
tempat tiang gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan 
diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak 
sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan 
secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) 
tahun 196440. 
2. Pidana Penjara 
Menurut P.A.F Lamintang41, menyatakan bahwa: 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu 
pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 
seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melanggar peraturan tersebut”. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, 
maka secara otomatis ada beberapa hak-hak 
                                                          
40 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 29. 
41 Amir Ilyas, Op.cit, hlm 110. 
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kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak 
untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan public dan lain-
lain. 
3. Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancam pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan 
pelanggaran. Menurut Niniek Suparni42, bahwa pidana 
kurungan adalah “Bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana 
sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan 
perampasan kemerdekaan seseorang”. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan 
untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia 
telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana43  
 
 
 
 
                                                          
42 Niniek Suparni, 2007, Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23. 
43 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 113. 
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5. Pidana Tutupan 
Berlainan dengan pidana penjara, menurut Bambang 
Waluyo44 pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan 
apabila (Rancangan KUHP): 
a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan 
perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. 
b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 
Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika 
cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut 
sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat dijatuhi 
pidana penjara. 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat 
menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan 
tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 
perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah 
harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok. 
                                                          
44 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18. 
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Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah 
sebagai berikut: 
1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu; 
Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dicabut dalam suatu putusan pengadilan adalah: 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan 
tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas 
anak yang bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menajalankan mata pencaharian tertentu. 
 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan 
Hakim dapat dijalankan. Dimana Hakim tidak dapat 
berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika 
dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk 
pemecatan itu45. 
2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP46 yaitu: 
a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan, dapat dirampas; 
                                                          
45 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 116. 
46 Ibid, hlm. 117. 
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b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatannya yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, 
dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan 
hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang; 
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
 
3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa “Apabila 
hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang 
lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui surat 
kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, 
melalui radio yang pembiayaannya dibebankan kepada 
terpidana. 
Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah 
sebagai unsur preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu 
agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan 
orang. Maksud yang lain adalah memberitahu kepada 
masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan 
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak 
jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak 
pidana). 
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F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. 
Rusli Muhammad47 mengemukakan bahwa pertimbangan 
hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan 
agama terdakwa” 
 
Berikut penulis akan menguraikan pembahasan mengenai 
pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam hal ini pertimbangan 
sosiologis sebagi berikut: 
a. Pertimbangan Yuridis 
Lilik Mulyadi48 mengemukakan bahwa “Hakikat pada 
pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum putusan hakim”. 
                                                          
47 Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontenporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 
212-221. 
48 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193. 
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Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan 
merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti)  
dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung dari 
perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah 
diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara 
fakta-fakta, tindak pidana  yang didakwakan, dan unsur-unsur 
kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan 
dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak 
pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
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Menurut Lilik Mulyadi49 setelah diuraikan  mengenai 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk 
tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain: 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
subtansial terhadap tuntutan pidana dari  penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi 
dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari 
penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa 
saja yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa 
selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan 
adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung 
program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat 
meringankan adalah terdkwa belum pernah dipidana, terdakwa 
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui 
kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya. 
b. Pertimbangan sosiologis 
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 
ayat (1) dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
                                                          
49Ibid, hlm. 196. 
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dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 
hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus 
terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, 
merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Achmad Ali50 mengemukakan bahwa dikalangan praktisi 
hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat 
pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
diikiuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normative, yang dalam kenyataannya justru  
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan 
kajian ilmu hukum (normative). 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara 
sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perkara, antara lain51: 
a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. 
b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta 
nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang 
memberatkan terdakwa. 
                                                          
50 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis), PT. Toko Gunung Agung Tbk, 
Jakarta, hlm. 200. 
51 HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 
68. 
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c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, 
kesalahan, peranan korban. 
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. 
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam 
pergaulan hidup. 
 
Bismar Siregar52 mengatakan bahwa “seandainya terjadi 
dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan 
adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian 
hukum, jangan hendaknya  kepastian hukum dipaksakan dan 
rasa keadilan masyarakat dikorbankan”. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-
kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam 
masyarakat. Karena itu pengetahuan sosiologis, psikologis 
perlu dimiliki oleh seorang hakim. 
  
                                                          
52 Bismar Siregar, 1983, Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 33. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis dalam penelitian skripsi ini melakukan penelitian awal 
untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan 
informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai 
hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga 
memiliki kualifikasi sebagai susatu sistem tulisan ilmiah yang 
proporsional. 
Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum 
Kabupaten Bone, dan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah 
Pengadilan Negeri Watampone dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Resort Bone, dan memperoleh data berupa salinan putusan 
nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp. selain itu penulis juga mencari data dan 
informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas  dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan 
penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu: 
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1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara atau interview oleh Hakim yang pernah memutus 
perkara yang sama terkait judul yang diangkat serta wawancara 
kepada aparat penegak hukum yakni Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Bone . 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, internet serta data yang 
bersumber dari Pengadilan Negeri Watampone serta bacaan 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam 
penelitian ini. 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian 
ini mengguakan metode sebagai berikut: 
1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
dari lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat yang 
turut diserahkan akibat terjadinya tindak pidana ini. 
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan 
sumber bacaan yang dapat mendukung penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
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1. Wawancara 
Dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung 
dilapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan 
mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang 
terkait. 
2. Studi dokumentasi 
Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah 
putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp serta beberapa 
literatur, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data 
sekunder. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer 
maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang 
berkaitan erat dengan penulisan ini.  Penggunaan teknik analisis 
kualitaif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari 
wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi 
kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang 
diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak dalam 
Pandangan Hukum Pidana 
Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data 
dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka 
penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan pencabulan terhadap 
anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 Pasal 290 
1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan 
atau tidak berdaya” 
2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 
tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu 
belum masanya buat kawin”. 
3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain 
dengan tiada kawin”. 
 
 Pasal 292 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum 
dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. 
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 Pasal 293 
“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian 
akan memberikan uang atau barang, dengan salah 
mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang 
ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada 
atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum 
dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan 
perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan 
perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun”. 
 
 Pasal 294 
“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya 
yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 
peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa 
yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau 
dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum 
dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. 
 
 Pasal 295 
1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang 
siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, 
anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang 
belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang 
belum cukup umur, dengan orang lain”. 
2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang 
tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain  yang dikerjakan oleh 
orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut 
disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”. 
 
 Pasal 296 
“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan 
cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 
satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
15.000 (lima belas ribu rupiah)”. 
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2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 Pasal 82  
 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”. 
 
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 Pasal 76E  
“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 
 
 Pasal 82 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). 
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, 
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
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 Pasal 82 
 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang 
mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan, aparat yang menangani 
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 
orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana 
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E. 
4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 
menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 
dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana 
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 
6) Terhadap pelaku sebgaimanadimaksud pada ayat (2) 
sampai pada ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa 
rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 
7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan 
memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 
8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 
 
 Pasal 82A 
 
1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) 
dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana 
menjalani pidana pokok. 
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2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementrian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum, sosial, dan kesehatan. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari 
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 
anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, sebagai 
berikut: 
1. Posisi Kasus 
Kasus pencabulan yang penulis teliti terjadi pada hari Jumat 
tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat diatas 
rumah tepatnya didalam kamar terdakwa di Dusun Tonrong Alau Desa 
Welado Kec. Ajangale Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengailan Negeri 
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Watampone, dengan terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang dan 
korbannya adalah Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin, perbuatan 
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi 
Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) pulang dari sekolah 
dan setiba dirumahnya saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsudin 
(korban) langsung ganti baju kemudian saksi Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsudin (korban) menyuruh terdakwa untuk membuatkan 
pagar bamboo sebagai tugas yang diberikan oleh guru sekolahnya. 
Setelah saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk 
kedalam kamar tidurnya yang kebetulan isteri dari terdakwa sedang 
tidak ada dirumah. Kemudian menunjukkan sebuah benda yang sama 
ukuran pagar yang dibuat terdakwa, lalu saksi Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsuddin (korban) masuk kedalam kamar tersebut dan 
mengatakan “iya beginimi ukurannya” sambil menunjuk benda ukuran 
pagar yang dimaksud. Pada saat saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) berdiri dengan membelakangi terdakwa tiba-tiba 
terdakwa langsung memeluk saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) dari belakang dengan posisi kedua tangan 
terakwa memegang payudara saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) dan alat kelamin (penis) terdakwa yang keras 
ditusuk-tusukkan /digosok-nya dipantat saksi Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsuddin (korban). Kemudian saksi Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsuddin (korban) berusaha untuk melepaskan diri namun 
terdakwa tetap melanjutkan dengan mencium telinga kanan saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) dan tiba-tiba anak 
terdakwa yang berusia 4 (empat) tahun datang kemudian terdakwa 
langsung melepaskan saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin 
(korban)  dari pelukan. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di  pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus 
bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
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dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan 
unsur-unsur delik harus dapat dipadukan  dan dijelaskan dalam 
bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan 
kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang 
didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian 
unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa 
dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai 
pelaku (pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), 
penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan 
bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek 
hukum, masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat 
dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni 
sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun 
demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan 
yaitu: 
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a. Surat dakwaan tunggal 
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana 
Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut 
Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan 
“pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1) 
KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 338 ayat (1) 
KUHP. 
b. Surat dakwaan subsider 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk  subside didalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari 
delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang 
paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap 
terdakwa yang harus dibuktikan didepan sidang pengadilan hanya 
“satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar 
terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum. 
c. Surat dakwaan alternatif 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, 
rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subside, yaitu 
yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesunggunya 
dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak 
pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim tindakan mana yang 
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dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait 
pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Seiring terjadi 
penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu Pasal diantara 2-3 Pasal yang saling 
berkaitan unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut 
menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan 
diantara 2 Pasal atau lebih atas satu tindak pidana. 
d. Surat dakwaan kumulatif 
Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara 
serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-masing berdiri 
sendiri. 
e. Surat dakwaan kombinasi 
Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa 
delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider  dan 
dakwaan alternative secara serempak/sekaligus. 
Dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp ini, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal itu 
hanya didakwakan satu tindak pidana saja. Dakwaan dalam in casu 
penulis uraikan sebagai berikut: 
Dakwaan: 
Bahwa ia terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang pada 
hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 
bertempat diatas rumah tepatnya didalam kamar terdakwa di Dusun 
Tonrong Alau Desa Welado Kec. Ajangale Kab. Bone atau setidak-
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tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengailan Negeri Watampone, dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
mmuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu 
terhadap saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) yang 
berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran sesuai 
dengan nomor 18556/IST/XII/2011, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi 
Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) pulang dari sekolah 
dan setiba dirumahnya saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsudin 
(korban) langsung ganti baju kemudian saksi Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsudin (korban) menyuruh terdakwa untuk membuatkan 
pagar bamboo sebagai tugas yang diberikan oleh guru sekolahnya. 
Setelah saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk 
kedalam kamar tidurnya yang kebetulan isteri dari terdakwa sedang 
tidak ada dirumah; 
Bahwa terdakwa yang masih berada didalam kamarnya sambil 
menunjukkan sebuah benda yang sama ukuran pagar yang dibuat 
terdakwa, lalu saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
masuk kedalam kamar tersebut dan mengatakan “iya beginimi 
ukurannya” sambil menunjuk benda ukuran pagar yang dimaksud. 
Pada saat saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
berdiri dengan membelakangi terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung 
memeluk saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) dari 
belakang dengan posisi kedua tangan terakwa memegang payudara 
saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) dan alat 
kelamin (penis) terdakwa yang keras ditusuk-tusukkan /digosok-nya 
dipantat saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban); 
Bahwa saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
berusaha untuk melepaskan diri namun terdakwa tetap melanjutkan 
dengan mencium telinga kanan saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) dan tiba-tiba anak terdakwa yang berusia 4 
(empat) tahun datang kemudian terdakwa langsung melepaskan saksi 
Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban)  dari pelukan; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum adalah Permohonan Penuntut 
Umum Kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. 
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Adapun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan 
dipersidangan tertanggal 23 Januari 2015 yang pada pokoknya 
meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini untuk memutus sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan 
diancam dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan Penuntut 
Umum Kepadanya dalam dakwaan kesatu; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan; 
c. Menyatakan barrang bukti berupa: 
 1 (satu) pasang baju bola berwarna merah kombinasi 
biru yang didepannya ada tulisan FC Barcelona dan 
Qatar Foundation; 
 1 (satu) pasang rok panjang berwarna putih bercorak 
batik; 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ita Purwita alias Dada 
Binti Syamsuddin; 
d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan Hakim 
Dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp Majelis Hakim 
memutuskan: 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang, 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saharuddin alias Udin 
Bin Tahang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 
dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
71 
 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari dipadana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1 (satu) pasang baju bola berwarna merah kombinasi 
biru yang didepannya ada tulisan FC Barcelona dan 
Qatar Foundation; 
 1 (satu) pasang rok panjang berwarna putih bercorak 
batik; 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ita Purwita alias 
Dada Binti Syamsuddin; 
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 
anak 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp berdasarkan beberapa pertimbangan 
hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada 
surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat 
dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Maka hakim 
selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan 
terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah 
diidentifikasi berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: 
1) Keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu: Saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsuddin, Saksi Muliana Binti 
Syamsuddin, Saksi Muh. Saleh Bin Abd Rahman, Saksi 
Saleh Bin Madeali. 
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2) Keterangan Terdakwa yaitu Saharuddin alias Udin Bin 
Tahang 
3) Barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju bola berwarna 
merah kombinasi biru yang didepannya ada tulisan FC 
Barcelona dan Qatar Foundation serta 1 (satu) pasang rok 
panjang berwarna putih bercorak batik.  
Selain alat bukti dan barang bukti, hakim juga melihat 
pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikaitkan 
dengan fakta-fakta hukum di persidangan 
Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 82 Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang 
2) Dengan sengaja 
3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul 
 
Ad.1. Unsur setiap orang 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 
disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana 
sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana 
tersebut  dan memiliki kemampuan mempertanggung 
jawabkan perbuatannya itu; 
 Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), 
yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai 
dalam keadaan sadar”; 
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 Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan 
Saharuddin alias Udin Bin tahang sebagai terdakwa dalam 
perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi 
maupun terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya 
sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan 
dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwalah yang 
diperhadapkan kepersidangan karena diduga telah 
melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi 
korban Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin  pada hari 
jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, 
diatas rumah tepatnya didalam kamar di Dusun Tonrong 
Alau Desa Welado Kec. Ajangale Kab. Bone; 
 Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak 
berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun 
juga, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dianggap 
mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas 
perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur 
“barang siapa” disini oleh Majelis Hakim dianggap telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan; 
 
Ad.2. Unsur dengan sengaja 
 Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud 
“dengan sengaja” atau “ozpetilijk”, undang-undang tidak 
memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan 
tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa 
“dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan 
adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud 
perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang 
telah dilakukannya tersebut; 
 Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik 
dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat 
perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori 
kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa 
yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings 
theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui; 
 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun 
keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap 
fakta bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan akibat 
perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan atau 
persetubuhan terhadap saksi korban Per. Ita Purwita alias 
Dada Binti Syamsuddin pada hari jumat tanggal 28 Maret 
2014 sekitar pukul 12.00 Wita,diatas rumah tepatnya 
didalam kamar Dusun Tonrong Alau Desa Welado Kec. 
Ajangale Kab. Bone; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, 
bahwa apa yang dimaksud  “dengan sengaja” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan; 
 
Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat 
disamakan dengan akal cerdik yaitu perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu 
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran 
dari sesuatu kepada orang lain; 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian 
kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa 
kata bohong yang diucapkan, satu kata bohong saja 
dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat 
bujuk, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara 
tersusun, sehingga merupakan suatu cerita,. Sedangkan 
yang dimaksud dengan membujuk yakni melakukan 
pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang 
tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang apabila 
menegetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan 
berbuat demikian itu; 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 adalah 
seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah 
segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah 
dada, dan sebagainya; 
 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun 
keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap 
fakta bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan akibat 
perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan atau 
persetubuhan terhadap saksi korban Per. Ita Purwita alias 
Dada Binti Syamsuddin pada hari jumat tanggal 28 Maret 
2014 sekitar pukul 12.00 Wita, diatas rumah tepatnya 
didalam kamar di Dusun Tonrong Alau Desa Welado Kec. 
Ajangale Kab. Bone; 
 Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Ita Purwita alias 
Dada Binti Syamsuddin (korban) pulang dari sekolah dan 
setiba dirumahnyasaksi Ita Purwita alias Dada Binti 
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Syamsuddin (korban) langsung ganti baju kemudian saksi 
Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) menyuruh 
terdakwa untuk membuatkan pagar bamboo sebagai tugas 
yang diberikan oleh guru sekolahnya. Setelah saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban) 
menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu 
terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya yang kebetulan 
isteri terdakwa sedang tidak ada dirumah; 
 Menimbang, bahwa terdakwa yang masih berada didalam 
kamarnya sambil menunjukkan sebuah benda yang sama 
ukuran pagar yang akan dibuat terdakwa, lalu saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsudin (korban) masuk 
kedalam kamar tersebut dan mengatakan “iya beginimi 
ukurannya” sambil menunjuk benda ukuran pagar yang 
dimaksud. Pada saat saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) berdiri dengan membelakangi 
terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memeluk saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban)  dari 
belakang dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang 
payudara saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin 
(korban)  dan alat kelamin (penis) terdakwa yang keras 
ditusuk-tusukkan/digosok-gosokkan dipantat saksi Ita 
Purwita alias Dada Binti Syamsuddin (korban); 
 Menimbang, bahwa saksi Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin (korban) berusaha untuk melepaskan diri 
namun terdakwa tetap melanjutkan dengan mencium 
telinga kanan saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin 
(korban) dan tiba-tiba anak terdakwa yang berusia 4 
(empat) tahun datang kemudian terdakwa langsung 
melepaskan saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin 
(korban)  dari pelukan, sehingga terhadap unsur ini Majelis 
Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang 
terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi 
maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yakni “Dengan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
perbuatan cabul”; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi 
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu dan 
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harus pula dibebankan untuk membayar biaya dalam 
perkara ini; 
 Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak 
didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan 
pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun 
pembenar, oleh karenanya kepada terdakwa harus 
dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya tersebut; 
 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa; 
 Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ketakutan, 
malu dan trauma, oleh karena itu sudah sepantasnya hal 
tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang 
memberatkan terhadap diri terdakwa; 
 Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 
melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi 
lebih kepada membarikan pendidikan kepada pelaku agar 
menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap 
terdakwa yang sopan selama dipersidangan, status 
terdakwa yang belum pernah dihukum, keadaan dimana 
terdakwa memiliki isteri dan anak yang menjadi 
tanggungannya dan penyesalan terdakwa akan 
perbuatannya dan saksi korban pun dipersidangan telah 
menyatakan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, 
sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagi 
hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini 
ditahan dalam status tahanan rutan maupun tahanan 
rumah dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa 
dari tahanan rumah tersebut, oleh karenanya pidana yang 
dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa 
tahanan rutan dan tahanan rumah yang telah dijalani oleh 
terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam 
tahanan rumah; 
 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi 
terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah 
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atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu terdakwa pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 
 
Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian 
yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut 
Undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian 
positif dan negative. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua 
komponen, yaitu: 
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
b. Keyakinan Hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yang terdiri dari: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
 
Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan dari 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Selain dari alat 
bukti tersebut juga dihubungkan dengan barang bukti yang 
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diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing 
alat bukti dan barang bukti, maka diperolah fakta hukum yang 
menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis 
beranggapan bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. 
Adapun fakta-fakta hukum dalam persidangan yang 
diperoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah 
mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 
barang bukti di persidangan adalah sebagai berikut: 
 Bahwa benar kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 
Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, diatas rumah 
tepatnya didalam kamar di Dusun Tonrong Alau Desa 
Welado Kec. Ajangale Kab. Bone; 
 Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan 
ada hubungan keluarga; 
 Bahwa benar awal mulanya korban menyuruh terdakwa 
membuat pagar yang terbuat dari bambu sebagai tugas 
sekolah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam 
kamarnya lalu mengatakan ukuran seperti ini sambil 
menunjuk sesuatu benda yang sama dengan ukuran yang 
saksi korban perlihatkan dan setelah mengatakan seperti 
itu lalu saksi korban masuk kedalam kamar kemudian 
saksi korban mengatakan “iya beginimi ukurannya” sambil 
menunjuk benda yang ditunjuk tersebut dengan posisi 
berdiri dan membelakanginya dan tidak lama saksi korban 
mengatakan seperti itu terdakwa langsung memeluk saksi 
korban dari belakang dengan posisi kedua tangannya 
langsung memegang payudara saksi korban, selanjutnya 
alat vitalnya/penisnya yang keras dia tusuk-
tusukkan/gosok-gosokkan di pantat saksi korban dan 
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saksi berusaha melepaskan diri namun terdakwa tetap 
melanjutkan aksinya dengan cara mencium telinga kanan 
saksi dan tiba-tiba anak terdakwa datang yang berusia 4 
(empat) tahun dan disitulah baru terdakwa melepaskan 
diri saksi korban; 
 Bahwa benar saksi korban tidak ada asah ketika terdakwa 
menusukkan alat vitalnya/penisnya dipantat saksi korban 
dan pada saat kejadian terdakwa memakai celana pendek 
ketat/celana boxer berwarna hitam kombinasi putih namun 
tidak memakai baju sedangkan saksi korban memakai rok 
panjang berwarna putih bercorak batik dan baju saksi 
korban pakai yaitu baju bola yang didepannya ada tulisan 
FC Barcelona dan Qatar Foundation berwarna merah 
kombinasi biru; 
 Bahwa benar saksi korban, saksi dan terdakwa mengenal 
barang bukti yang diajukan dipersidangan; 
 Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian 
tetapi saksi mengetahui cerita dari terdakwa 
 Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dirumah 
keluarga, adapun cara terdakwa melakukan pencabulan 
tersebut sesuai denganapa yang telah disampaikan oleh 
terdakwa dan saksi korban itu sendiri bahwasanya 
terdakwa memeluk saksi korban dari belakang lalu 
memegang payudara saksi korban dengan posisi 
keduanya berdiri, kemudian terdakwa menggosok-
gosokkan penisnya dipantat saksi korban namun terdakwa 
tetap memakai celananya, selanjutnya mencium telinga 
kanan saksi korban dimana tiba-tiba datang anak saksi 
yang masih kecil berumur 4 (empat) tahun yang belum 
tahu menahu tentang kejadian tersebut; 
 Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian 
melainkan saksi disampaikan langsung oleh terdakwa di 
Desa Opo yaitu 2 (dua) hari setelah kejadian dimana 
pengakuan terdakwa kesaksi bahwa terdakwa telah 
memeluk saksi korban dari belakang lalu saksi 
mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa itu memang salah lalu terdakwa menjawabnya 
bahwa dia melakukan hal tersebut karena khilaf; 
 Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan meyesali 
perbuatannya 
 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa 
Saharuddin alias Udin Bin Tahang adalah orang yang memiliki 
kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
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serta tidak didapati dasar untuk menghapuskan pidana atas diri 
terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga 
terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa hakim 
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya 
mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga 
harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, 
hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak, 
sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang 
tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan 
yang mampu mengakomodir para pencari keadilan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp adalah sebagai berikut: 
1) Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah 
mengakibatkan saksi korban ketakutan, malu dan 
trauma 
2) Hal-hal yang meringankan: 
 Sikap terdakwa yang sopan selama dipersidangan 
 Status terdakwa yang belum pernah dihukum 
 Keadaan dimana terdakwa memiliki istri dan anak 
yang menjadi tanggungannya 
 Penyesalan terdakwa akan perbuatannya 
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 Korban dipersidangan telah menyatakan memaafkan 
perbuatan terdakwa  
 
Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 
Saharuddin alias Udin Bin Tahang dengan pidana penjara selama 
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
6. Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Saharuddin alias 
Udin Bin Tahang (27 tahun) terhadap korban Ita Purwita alias 
Dada Binti Syamsuddin (14 tahun) yang tidak lain masih memiliki 
hubungan keluarga dan bertempat tinggal dirumah yang sama 
bersama dengan isteri dan anak terdakwa. Ketentuan pidana 
mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu 
Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 
(1), dan Pasal 295 serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 dan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 
76E dan Pasal 82 ayat (1) dan (2), Perpu RI No. 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
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2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 dan 82A. Dalam kasus 
ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan 
hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara 
cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya 
serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan 
demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil 
telah memenuhi persyaratan. 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha 
mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh 
pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal 
untuk menjerat terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
sebagai berikut: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). 
 
Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus perkara No. 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp didasarkan pada ketentuan Pasal 184 
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KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 
KUHAP adalah sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Dalam kasus ini Majelis Hakim yang memutus perkara 
telah berpindah tugas baik ketua Majelis maupun Hakim anggota 
maka wawancara interaktif dilakukan dengan Bapak Hamka, S.H., 
M.H. selaku hakim yang biasa menangani kasus serupa di 
Pengadilan Negeri Watampone beliau mengatakan bahwa: 
“Tindak pidana pencabulan terdahap anak diatur dalam 
Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, namun dalam kasus ini Undang- 
Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak belum berlaku maka diterapkan Pasal 82 Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. 
Kemudian dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta 
beberapa barang bukti. Kesesuaian antara masing-masing 
alat bukti dan barang bukti, maka diperolah fakta hukum 
yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh 
keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
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terhadap diri terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana.” 
 
Dari hasil analasis dan wawancara dengan Hakim, penulis 
berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu berani dalam 
menggunakan surat dakwaan tunggal dalam perkara ini sehingga 
dapat memungkinkan terdakwa untuk bebas dari tuntutan, 
seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan 
alternatif ataupun surat dakwaan kumulatif dikarenakan dalam 
perkara tersebut tidak menjelaskan secara pasti bahwa terdakwa 
memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul ataukah 
percobaan persetubuhan dengan tindakan permulaan kemudian 
terhenti kepada perbuatan pencabulan karena tidak terselesainya 
percobaan persetubuhan tersebut dikarenakan hal-hal tertentu. 
Kemudian dalam perkara ini mengenai sah tidaknya anak 
untuk memberikan keterangan tanpa sumpah dalam pengadilan 
mengingat situasi pada saat terjadi tindak pidana pencabulan 
terhadap anak hanya terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang 
dan saksi korban Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin di 
dalam kamar terdakwa, maka haruslah merujuk kepada Pasal 171 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: 
“yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa 
sumpah ialah: 
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan 
belum pernah kawin; 
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b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-
kadang ingatannya baik kembali.” 
Serta memerhatikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
berbunyi: 
“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur  18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” 
Selanjutnya mengenai putusan dalam kasus ini seharusnya 
terdakwa bebas dari tuntutan karena tidak terbukti secara sah 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana 
tertulis dalam amar putusan dalam perkara No. 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp. Melainkan yang terbukti ialah melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dan melakukan 
perbuatan cabul terhadap korban Ita Purwita alias Dada Binti 
Syamsuddin. 
Naskah putusan tersebut seharusnya dibuat secara 
cermat dan teliti dimana perkara tindak pidana pencabulan 
terhadap anak ini seharusnya merupakan tindak pidana khusus 
dengan kualifikasi khusus dan sub kualifikasi khusus sedangkan 
dalam putusan tertulis pidana biasa yakni perkara No. 
27/Pid.B/2015/PN.Wtp serta kesalahan lain seperti saksi yang 
86 
 
ditulis saksi korban dan dalam unsur Ad.1. setiap orang terdapat 
kesalahan nama terdakwa dimana nama yang tertulis bukanlah 
nama dari terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang melainkan 
Mujahidin alias Jahi Bin Husen yang tentu saja hal ini merupakan 
kesalahan fatal. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan  hasil penelitian, dan 
pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum 
pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 82 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
2. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Watampone pada perkara Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp 
yang menyatakan bahwa terdakwa Saharuddin alias Udin Bin 
Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan 
korban Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin yang diatur dalam 
Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-
fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
petunjuk. Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi yang dipandang sudah tepat jika dilihat dari 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
telah mengakibatkan korban ketakutan, malu dan trauma yang 
tidak diinginkan oleh korban maupun keluarga korban yang 
kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum. 
B. Saran 
penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Hakim dalam membuat naskah putusan sebaiknya memerhatikan 
dengan teliti mengenai penulisan kualifikasi tindak pidana, 
dakwaan, keterangan saksi, unsur tindak pidana yang terpenuhi 
dan yang paling utama ialah identitas terdakwa dalam putusan 
untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan yang bisa berakibat 
fatal. 
2.  Jaksa Penuntut Umum harus mencermati niat pelaku tindak 
pidana untuk membuat surat dakwaan untuk menghindari 
kesalahan yang dapat membuat terdakwa bebas dari segala 
89 
 
tuntutan dikarenakan unsur Pasal yang didakwakan tidak 
terpenuhi.   
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